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PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN, PENELAAHAN, DAN PERUBAHAN
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kualitas perencanaan dan
penganggaran, penelaahan rencana kerja

kementerian/lembaga, serta menyesuaikan dengan
kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan
nasional, perlu mengatur tata cara penyusunan,
penelaahan, dan perubahan rencana kerja
kementerian/lembaga;

b. bahwa sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 21 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun rencana kerja
kementerian/lembaga dengan berpedoman pada rencana
strategis kementerian/lembaga dan mengacu pada

prioritas pembangunan nasional;
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Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (4)
dan Pasal 16 ayat (5), serta sesuai dengan Pasal 28
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasional, Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional telah menetapkan Peraturan
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 9
Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan dan
Penelaahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga;
bahwa Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja
Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam
huruf c, sudah tidak sesuai dengan perkembangan
kebijakan perencanaan dan penganggaran nasional
sehingga perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan
huruf e, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Tata Cara
Penyusunan, Penelaahan, dan Perubahan Rencana Kerja

Kementerian/Lembaga;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
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Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4664);

Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5178);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 112);

Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 113),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 43);

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
1564);
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Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN,
PENELAAHAN, DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA
KEMENTERIAN/LEMBAGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang
selanjutnya  disebut  RPJMN, adalah  dokumen
perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Kementerian/Lembaga, yang  selanjutnya  disebut
Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L),
adalah dokumen perencanaan kementerian/lembaga
untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, yang
selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional
untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal
1 Januari dan berakhir pada 31 Desember.

Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/Lembaga,
yang selanjutnya disebut Rencana Kerja
Kementerian/Lembaga (Renja K/L), adalah dokumen
perencanaan kementerian/lembaga untuk periode 1
(satu) tahun.

Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga yang
selanjutnya disebut Sasaran Strategis adalah kondisi
yang akan dicapai secara nyata oleh
kementerian/lembaga yang mencerminkan pengaruh
yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa

program.



10.

11.

12.

13.

14.

15.
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Sasaran Program Kementerian/Lembaga yang
selanjutnya disebut Sasaran Program adalah hasil yang
akan dicapai dari suatu program dalam rangka
pencapaian Sasaran Strategis.

Sasaran Kegiatan Kementerian/Lembaga yang
selanjutnya disebut Sasaran Kegiatan adalah hasil yang
akan dicapai dari suatu kegiatan dalam rangka
pencapaian Sasaran Program yang mencerminkan
berfungsinya keluaran (output) kegiatan.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis adalah ukuran
kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan
keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis.

Indikator Kinerja Program Kerja adalah ukuran
kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan
keberhasilan pencapaian Sasaran Program sesuai tugas
dan fungsi kementerian/lembaga.

Indikator Kinerja Kegiatan adalah ukuran kuantitatif
atau kualitatif yang menggambarkan keberhasilan
pencapaian Sasaran Kegiatan sesuai tugas dan fungsi
unit kerja kementerian/lembaga.

Prioritas Pembangunan adalah serangkaian kebijakan
yang dilaksanakan melalui prioritas nasional, program
prioritas, kegiatan prioritas, dan proyek prioritas.
Prioritas Nasional adalah program/kegiatan/proyek
untuk pencapaian Sasaran RPJMN dan kebijakan
Presiden lainnya.

Program Prioritas adalah program yang bersifat signifikan
dan strategis untuk mencapai Prioritas Nasional.
Kegiatan Prioritas adalah kegiatan yang bersifat
signifikan dan strategis untuk mencapai Program
Prioritas.

Proyek Prioritas adalah proyek yang dilaksanakan oleh
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau badan
usaha yang memiliki sifat strategis dan jangka waktu
tertentu  untuk mendukung pencapaian Prioritas

Pembangunan.



